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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan Harta 
Bawaan Suami ke dalam Harta Bersama Dalam Perkara Nomor 
(2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj)”. untuk menjawab: 1. Bagaimana pertimbangan 
hakim teradap penggabungan harta bawaan suami ke dalam harta bersama dalam 
perkara nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap 
penggabungan harta bawaan sumai ke dalam harta bersama dalam perkara 
nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj? 
Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, dan 
selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan 
pola pikir induktif. 
Hasil pada penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam 
menetapan harta bersama yang berupa tanah sawah. Tanah sawah tersebut 
berasal dari harta bawaan almarhum pak Xxxxx berupa rumah yang selanjutnya 
dijual dan dibelikan sawah seluas 5795 M2. Dalam perkara ini, hakim 
menimbang bahwa, asal mula tanah sawah tersebut adalah harta bersama 
almarhum pak Xxxxx dengan istri, karena hakim melihat dari waktu pembelian 
sawah tersebut, yang mana dibeli saat dalam perkawinan dengan istri. Penetapan 
harta bersama ini secara yuridis tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1 dan 2). 
Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara dalam 
persidangan. Semua yang diputuskan oleh hakim pasti melalui pemahaman 
hukum yang mendalam. Akan tetapi alangkah baiknya jika hakim memutus 
perkara tidak hanya melihat dari sudut pandang hukum saja, lihat juga dari sudut 
pandang adat dan kebiasaan orang zaman dahulu karena adat dan kebiasaan juga 
dapat menjadi dasar hukum.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam islam, perkawinan dipandang sebagai perbuatan ibadah, 
disamping itu pula perkawinan merupakan perintah dan suatu tradisi yang 
telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW., untuk dirinya sendiri dan untuk 
umatnya.
1
 Dalam islam perkawinan bukanlah perkara dalam ruang lingkup 
perdata semata, melainkan ikatan yang suci terkait dengan keimanan dan 
keyakinan kepada Allah SWT., dengan demikian ada sebuah dimensi ibadah 
dalam perkawinan tersebut. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dan 
dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan 
perkawinan dalam islam yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera, dan 
bahagia dapat tercapai. 
Agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis sebagai 
mana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami 
dan istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 Harmonis yaitu terdapat 
sebuah keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada suami 
istri yang telah terikat dengan ikatan perkawinan. Bahagia dan sejahtera 
karena telah tercapainya kebutuhan hidup baik lahir maupun batin, sehingga 
                                                          
1
 Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2011), 41. 
2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan. 
2 
 
 
muncullah rasa kasih dan sayang di antara anggota keluarga. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ruum ayat 21: 
  نِمَو  ِِهتَيَآ   َنأ  َ َقلَخ   قُكَل   نقِم   ُكقِسُف قَنأ  قًجاَو َزأ ا ُُُكق  سَِتل  قَه  قَيِلإ  َ قَعَجَو   ُكَُق  قيَقب  ًةََّاقَم  ً َق  حَْرَو 
  ۚ ةنِإ  ِف   َذ َكِل   تَيََلَ   م اَِقل  َنوُرةكَفَقتَقي 
Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara 
mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terjadi tanda-tanda bagi kaum yang befikir.3 
Dalam perjalanan kehidupan, suami istri tentu saja tidak selamanya 
dalam kondisi damai dan tentram. Tetapi juga terkadang terjadi salah paham 
antara dua belah pihak atau salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya, 
tidak saling percaya antara satu sama lain dan sebagainya. Maka terjadilah 
apa yang sebenarnya tidak dikehendaki serta hal yang paling dibenci oleh 
Allah SWT, yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami istri 
tersebut.
4
 
Perkawinan yang putus antara suami istri menimbulkan akibat hukum 
salah satunya adalah tentang harta bersama antara suami istri. Meskipun 
harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, 
sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan 
hanya mengurus rumah tangga.
5
 Seluruh harta yang diperoleh selama dalam 
                                                          
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 
406. 
4
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 
1997),  104. 
5
 Anshary MK, Hukum perkawinan di Indonesia, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 130. 
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perkawinan yang sah, maka dianggap harta bersama suami istri dan tidak 
diperdulikan dari jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha 
mendapatkan harta bersama tersebut. 
Suami ataupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta 
bersama yang diperolehnya tersebut sepenuhnya selagi untuk keperluan 
rumah tangganya, akan tetapi dengan syarat memperoleh perserujuan dari 
kedua belah pihak. Ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya 
mempunyai hak penuh untuk menggunakannya tanpa harus mendapat 
persetujuan dari keduanya selama suami dan istri tersebut tidak menentukan 
lain. Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal 
terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, seluruh harta 
tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.
6
 
Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan Pasal 35 yang berbunyi “Harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta 
bawaan dari masing-masing suami istri, dan harta benda yang diperoleh 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan 
masing-masing sepanjang para pihak tidak menetapkan lain”.7 Hal ini juga 
diperkokoh oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 samapi Pasal 87 yang 
pada intinya yaitu tidak ada percampuran antara harta suami dan istri. Harta 
bersama suami istri dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya 
                                                          
6
 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), 272. 
7
 Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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harta milik masing-masing pihak, suami mempunyai hak penuh untuk 
munguasai hartanya dan juga sebaliknya istri  mempunyai hak penuh untuk 
menguasai hartanya. Dan juga harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan 
antara suami dan istri ialah dalam penguasaan masing-masing sepanjang para 
pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain itu suami 
maupun istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas 
hartanya masing-masing. 
Sebenarnya dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak membahas harta 
bersama, tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan 
menyinggung harta bersama, yaitu yang di sebut shirkah atau sharikah. 
Dalam ensiklopedi hukum Islam, kata shirkah adalah persekutuan atau 
perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
8
 Sedangkan menurut istilah, 
shirkah merupakan akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik 
bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutu/bersero.
9
 
Mengenai penguasaan masing-masing harta bawaan suami istri yang 
sebagaimana telah diatur dalam  UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI bahwasanya  
suami maupun istri mempunyai kesuasaan penuh terhadap hartanya tersebut. 
Hal ini diatur dalam Pasal 35 sampai 36 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 85 
sampai 87 KHI.  
Namun dalam kenyataannya yang terjadi sekarang, di Pengadilan 
Agama Kabupaten Nganjuk  terjadi penyelesaian sengketa waris yang di 
                                                          
8
 Nasution Harun, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Sapdodadi, 1992), 907. 
9
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta Sapdodadi, 1996), 444 
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dalamnya juga terdapat sengketa harta bersama antara suami dan istri pada 
putusan Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj, dengan objek sengketa tanah 
sawah seluas 5795 M2 yang terletak di Desa Kedungsoko, Kecamatan 
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dan Majelis Hakim menetapkan bahwa 
sebuah sawah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, ini tidak sesuai 
dengan UU No. 1 Tahun 1974  Pasal 35 sampai 36 dan KHI Pasal 85 sampai 
87. Apa pertimbangan Hakim pada perkara ini sehingga memutuskan 
demikian, dan apa yang hendak dicapai oleh Majlis Hakim dalam 
putusannya. 
Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis 
pertimbangan Majlis Hakim pada sengketa pembagian harta gono gini yang 
diputus oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk yang 
berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan Harta Suami Ke Dalam 
Harta Bersama Dalam Nomor Perkara (2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj)”. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 
masalah, yaitu: 
a. Ketentuan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang, 
Kompilasi Hukum Islam dan hukum islam. 
b. Cara pembagian harta bersama menurut Undang-Undang yang berlaku. 
c. Pertimbangan hakim tentang penggabungan harta bawaan suami ke dalam 
harta bersama dalam perkara Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
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d. Analisis yuridis terhadap penggabungan harta bawaan suami kedalam 
harta bersama dalam perkara nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
C. Batasan Masalah 
Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek permasalahan 
dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai 
berikut: 
a. Pertimbangan hakim tentang penggabungan harta bawaan suami ke dalam 
harta bersama dalam perkara Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
b. Analisis yuridis terhadap penggabungan harta bawaan suami kedalam 
harta bersama dalam perkara nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang penggabungan harta bawaan 
suami ke dalam harta bersama dalam perkara Nomor: 
2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj? 
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penggabungan harta bawaan suami 
ke dalam harta bersama dalam perkara Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj? 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian penulis tentang analisis yuridis terhadap putusan nomor: 
2032/Pdt.G/20/PA.Ngj secara khusus belum pernah dilakukan, namun secara 
umum terkait penelitian tentang harta bersama pernah dibahas dalam karya 
tulis sebelumnya. 
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Adapun karya tulis yang membahas harta bersama yaitu: 
1. Khoirotin Nisa pada tahun 2013 dengan judul skripsi “Analisis hukum 
Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik 
Putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs”. dalam skripsi ini pokok 
kajiannya tentang putusan hakim yang membagi harta bersama dengan 
pembagian 18,41% untuk suami dan 81,58% untuk istri. Berdasarkan 
pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka suami dan istri tersebut masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan 
lain dalam perjanjian perkawinan.
10
 Yang membedakan skripsi ini dengan 
yang akan penulis bahas adalah bahwa hakim menentukan tanah sawah 
yang asalnya harta bawaan suami menjadi harta bersama. 
2. M. Sapuan pada 2009 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama 
Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”. dalam skripsi ini pokok 
kajiannya tentang pertimbangan hakim yang membagi harta bersama 
yang sesuai dengan pasal 97 kompilasi Hukum Islam. Bukti-bukti yang 
diajukan penggugat dan berdasarkan pengakuan tergugat dipersidangan 
menguatkan gugatan penggugat. Selain itu juga, dalam menyelesaikan 
pembagian harta bersama ini hakim juga langsung melihat objek 
sengketa. Dalam peninjauannya hakim menemukan fakta-fakta yang 
                                                          
10
 Khoirotin Nisa, “Analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama 
Gresik Putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 20116). 
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menguatkan gugatan penggugat.
11
 Yang membedakan skripsi ini dengan 
yang akan penulis bahas adalah bahwa hakim menentukan tanah sawah 
yang asalnya harta bawaan suami menjadi harta bersama. 
3. Zulfa Amiiituz Zahro’ pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Analisis 
Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta 
Bersama tanpa adanya Perceraian di PA Malang (studi kasus perkara No. 
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”. dalam pokok kajian skripsi ini tentang 
pembagian harta bersama itu hanya bisa ditetapkan ketika terjadi 
perceraian sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 50 
Tahun 2009 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1)  dan berdasarkan buku 
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang 
dikeluarkan oleh MA RI dan dirjen Peradilan Agama. Jadi hanya dapat 
dilaksanakan penyitaan saja dalam hal perkara permohonan izin poligami 
yang berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan 
keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab 
tanpa dilakukan pembagian harta bersama. Dan dari ke tiga hakim yang 
diwawancarai memberikan pendapat hampir sama bahwa penetapan harta 
bersama merupakan keharusan dalam perkara izin poligami.
12
 Yang 
membedakan skripsi ini dengan yang akan penulis bahas adalah bahwa 
                                                          
11
 M. Sapuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan 
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)” (Skripsi --UIN Sunan KaliJaga, 
Yogyakarta, 2009). 
12
 Zulfa Aminatuz Zahro’, “Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
Menetapkan Harta Bersama tanpa adanya Perceraian di PA Malang (studi kasus perkara No. 
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 
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hakim menentukan tanah sawah yang asalnya harta bawaan suami 
menjadi harta bersama. 
4. Abdul Mufid pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Analisis Majelis 
Hakim PA Kabupaten Malang Nomor Perkara 6091/Pdt.G/2013/PA.Mlg. 
Tentang Pembagian Harta gono Gini”. Dalam skripsi ini dalam pokok 
kajiannya tentang analisis terhadap putusan hakim yang membagi harta 
bersama 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri. Dari kajian-kajian yang ada 
pelaksanaan pembagian harta bersama adalam masing-masing suami istri 
setengah.
13
 Yang membedakan skripsi ini dengan yang akan penulis bahas 
adalah bahwa hakim menentukan tanah sawah yang asalnya harta bawaan 
suami menjadi harta bersama. 
Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di 
atas membahas masalah pembagian yang di dapat dalam harta bersama. 
Namun dalam penelitian ini, penulis akan menekankan pada analisis Yuridis 
tentang  asas keadilannya. Penelitian ini juga memliliki beberapa perbedaan 
dengan penelitian sebelumnya, antara lain : 
1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk yang 
sebelumnya belum pernah di bahas. 
2. Dalam penelitian ini mengkaji dengan menggunakan “Analisis Yuridis 
Putusan No. 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj Tentang Pembagian Harta Waris 
Di Pengadilan Agama Nganjuk”. 
                                                          
13
 Abdul Mufid, “ Analisis Majelis Hakim PA Kabupaten Malang Nomor Perkara 
6091/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Tentang Pembagian Harta gono Gini”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2016). 
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F. Tujuan Penelitian 
Adapaun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penggabungan harta 
bawaan suami ke dalam harta bersama dalam perkara nomor: 
2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj tentang pembagian harta waris dan sengketa 
harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk. 
2. Untuk mengetahui analisis yuridis penggabungan harta bawaan suami ke 
dalam harta bersama dalam perkara nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj 
tentang pembagian harta waris dan sengketa harta bersama di Pengadilan 
Agama Nganjuk. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai 
nilai guna, sekurang-kurangnya dalam dua hal di bawah ini : 
1. Kegunaan teoritis  
Untuk memperbanyak pengetahuan dan memberikan sumbangsih 
pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang 
pembagian harta bersama terutama yang mempunyai relevansi dengan 
skripsi ini. 
2. Secara Praktis 
Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam 
menerapkan pembagian harta bersama, dan sebagai tambahan penelitian 
atau informasi bagi yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan 
para mahasiswa hukum pada umumnya. 
11 
 
 
H. Definisi Operasional 
Unruk menghindari kesalahan tafsir istilah yang akan dipakai dalam 
penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan Harta Suami ke dalam 
Harta Bersama dalam Perkara nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj”, maka 
peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang berkaitan 
dengan judul di atas: 
1. Analisis Yuridis. Adalah kegiatan untuk mencari dan memecah 
komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam 
serta kemudian menguhubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, 
serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.
14
 
Dalam hal penelitian ini yang dimaksud yuridis adalah KHI dan UU No. 
1974 Tentang Perkawinan. 
2. Harta bawaan. Adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum 
perkawinan.
15
 
3. Harta bersama. Adalah harta yang didapat selama dalam masa 
perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, harta yang 
diperoleh tersebut merupakan harta bersama.
16
 
4. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj 
tentang pembagian waris dan juga terdapat pembagian harta bersama 
                                                          
14
 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008),  83 
15
 Dr. Eliyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 24 
16
 Aulia Muthia,S.H.I., M.H. & Novy Sri Pratiwi Hardani, S.H., M.Kn., Hukum Waris Islam 
(Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), 113. 
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yang dimana hakim menetapkan sebuah tanah sawah sebagai harta 
bersama. 
I. Metode Penelitian 
Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan 
dengan metode ilmiyah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna 
membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa 
yang ada.
17
 
Sedangkan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiyah yang 
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam 
terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-
gejala yang bersangkutan.
18
 Sehubungan dengan penelitian ini maka penulis 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pustaka. 
Dalam metode penelitian ini penulis mencantumkan antara lain: 
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang 
putusan pembagian harta waris dan juga sengketa harta bersama 
Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj., 
pertimbangan hakim dan panitera serta Undang-Undang yang berlaku 
                                                          
17
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 2. 
18
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 
1986), 43. 
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dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas dua 
bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat khusus dan 
penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah 
informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.
19
 Dalam 
hal ini adalah  berkas dari putusan Nomor: 
2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
b. Bahan hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil 
dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau 
informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 
dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.
20
 Adapun 
yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan hukum sekunder berupa 
buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, antara lain: 
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang Perkawinan. 
2) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Amir 
Syaifuddin. 
                                                          
19
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116. 
20
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 
1997), 115. 
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3) Buku “Hukum Perkawinan di Indonesia” karya Anshary MK. 
4) Buku “Hukum Perkawian Islam dan Undang-Undang 
Perkawinan” karya Soemiyati. 
5) Buku “Kedudukan Kewarganegaraan dan Acara Penngadilan 
Agama” karya M. Yahya harahap. 
6) Buku “Ensiklopedi Hukum Islam” karya Nasurion Harun. 
7) Buku, Pokok-pokok Hukum Islam” karya Sudarsono. 
8) Buku, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” karya 
Abdurrahman. 
9) Penjelasan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 
dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan 
mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis 
tersebut. Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah putusan Pengadilan 
Agama Nganjuk Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj 
4. Teknik Pengelolaan Data 
Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, 
diolah dengan menggunakan teknik:
21
 
a. Editing, yaitu menyeleksi dan memilih data yang ada dari berbagai 
segi yaitu, kelengkapan, kesesuaian, relevansi, kejelasan dan 
keseragaman dengan permasalahan. 
                                                          
21
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 231. 
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b. Organizing, yaitu menyusun dan mengatur data sehingga 
menghasilkan bahan untuk menyusun laporan karya ilmiyah ini. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan 
dengan pengelolaan bahan-bahan yang di kumpulkan untuk menjawab 
permasalahan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah. 
Penelitian ini menggunakan metode pola pikir induktif yang 
bersifat normatif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan 
teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan Kompilasi 
Hukum Islam untuk selanjutnya diterapkan pada kasus yang khusus. 
Data yang diperoleh dari penetapan putusan hakim terhadap gugatan 
pembagian harta waris dan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama 
Nganjuk Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj yang menetapkan sebuah 
tanah sawah sebagai harta bersama 
J. Sistematika Pembahasan 
Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas 
dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya 
meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, persembahan, 
kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri atas lima bab 
dengan penjelasan isi sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang 
memuat uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
16 
 
 
definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan sebagai sebjek 
penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum 
tentang macam-macam harta dalam perkawinan, pengertian harta bawaan, 
pengertian harta bersama, harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama 
menurut hukum islam, harta bersama menurut hukum adat dan harta bersama 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian. Yang didalamnya 
menguraikan tentang Pengadilan Agama Nganjuk, struktur organisai 
Pengadilan Agama Nganjuk, Duduk perkara, pertimbangan hakim serta 
landasan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam 
Putusan No. 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
Bab keempat berisi tentang pembahasan terhadap hasil penelitian 
yang meliputi analisa terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Nganjuk dalam Putusan Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj, dan analisis 
Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan 
Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. yang mana tanah sawah yang asalnya 
harta bawaan menjadi harta bersama. 
Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Macam-Macam Harta dalam Perkawinan 
Harta kekayaan suami istri atau yang sering disebut dengan istilah 
harta perkawinan merupakan harta yang dipergunakan untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan berumahtangga. Harta kekayaan ini 
adakalanya telah dimiliki suami dan atau istri sebelum mereka 
melangsungkan perkawinan atau diperoleh sesudah adanya ikatan 
perkawinan.
1
 
Dalam suatu keluarga diperlukan harta kekayaan untuk memenuhi 
kebutuhan demi kelangsungan suatu perkawinan yang dibentuk. Kebutuhan 
akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha 
untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Ilmu 
hukum perdata mengenal adanya pemilikan atas suatu benda secara individu 
atau pribadi dan pemilikan benda secara bersama-sama antara para individu. 
Pemilikan benda secara individu atau pribadi disebut dengan hak milik 
pribadi, sedangkan pemilikan atas suatu benda secara bersama-sama disebut 
dengan istilah hak milik bersama.
2
 
Al-Qur’an menjelaskan secara global tentang harta yaitu pada Surat 
An-Nisa ayat: 5 
                                                          
1
 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UIN SA Press, 
2014), 72. 
2
 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Hata-Harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada,2016), 86. 
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لاَو ا ُت  ؤُقت  َء َهَفُّسلا  ُ ُكَلاَ  َمأ  ِتةلا  َ َعَج  ُةللّا   ُكَل  ِق ًم َي   ُهاُُقز راَو  َهيِف   ُهاُس  كاَو ا ُلاُقَو   َُلَ لا اَق 
 ًفوُر عَم (٥) 
Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik”.3 
Ayat diatas dapat dipahami bahwa harta merupakan suatu yang 
sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan. Hal itu disebabkan 
sesungguhnya bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja. Akan tetapi 
juga untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan 
kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut 
telah dewasa. Seseorang yang telah mukallaf atau telah berkedudukan 
sebagai subjek hukum dan telah mempunyai pengetahuan (cerdas) dalam 
mengurus harta telah berhak memiliki harta dan tidak lagi berada dibawah 
perwaliannya.
4
 
Harta kekayaan dalam perkawinan atau shirkah adalah harta yang 
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam 
ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa 
mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. 
Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami 
istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri 
dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami 
                                                          
3
 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 
155. 
4
 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), 121. 
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memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah yang 
untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak 
ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk shirkah, yang untuk itu 
dilakukan dalam suatu akad khusus untuk shirkah. Tanpa akad tersebut harta 
tetap terpisah.
5
 
Di beberapa daerah di Indonesia ada bermacam-macam harta yang 
menurut hukum adat dipertahankan menjadi harta keluarga secara kolektif. 
Harta tersebut tidak dibenarkan dibagi waris kepada anak keturunannya atau 
ahli warisnya secara individual.
6
 
a. Harta pusaka di Minangkabau, merupakan harta bersama atau harta badan 
hukum yang tidak dapat dibagi waris secara individual kepada ahli 
warisnya. 
b. Tanah dati di Ambon. Di Ambon atau Maluku terutama di daerah yang 
didiami penduduk yang beragama Islam dijumpai kekayaan-kekayaan 
yang berupa tanah perkebunan yang tidak dapat dibagi waris kepada ahli 
warisnya secara individual. Tanah tersebut milik merupakan kelompok 
kekerabatan yang dikuasai oleh klan dan subklan. 
c. Barang kelakeran di Minahasa. Barang kelakeran adalah harta benda 
keluarga yang tidak dapat dibagi-bagi. Berbeda dengan harta pusaka di 
Minangkabau, maka harta kelakeran dapat dibagi atas persetujuan yang 
berhak. 
                                                          
5
 Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 175. 
6
 Suryati, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: ANDI, 2017), 51. 
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Dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia Sayuti Thalib, 
menjelaskan bahwa harta perkawinan suami istri apabila dilihat dari sudut 
asal usulnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
7
 
a. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum mereka kawin 
baik berasal dari warisan, hibah, harta usaha mereka sendiri-sendiri, atau 
yang dapat disebut harta bawaan. 
b. Harta masing-masing suami istri yang dimiliki sesudah mereka berada 
dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka 
baik perorangan atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat, atau 
warisan untuk masing-masing. 
c. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan atau 
usaha mereka berdua atau salah seorang, inilah yang disebut harta 
bersama. 
Sedangkan harta perkawinan, menurut Undang-Undang No. 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan Pasal 35, harta perkawinan meliputi: 
a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. 
b. Harta yang diperoleh selam perkawinan berlangsung, disebut sebagai 
harta bersama. 
c. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.8 
B. Harta Bawaan 
Sebelum memasuki perkawinan suami atau istri adakalanya telah 
memiliki harta benda sebagai kekayaan baik yang diperoleh dari hasil usaha, 
                                                          
7
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), 83. 
8
 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Ialam Di Indonesia (Surabaya:  UIN SA Press, 2014), 82. 
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pemberian (hibah), hadiah, wasiat, warisan yang diterima dari orang tua. 
Harta kekayaan yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa dalam 
perkawinan statusnya tidak akan berubah sebagai harta bawaan (milik 
pribadi) kecuali pemiliknya membuat perjanjian.
9
 
Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri, baik 
itu harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah satu dari 
mereka yang berupa hibah, warisan atau hadiah sesudah mereka terikat 
dalam hubungan perkawinan. Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam Surat An-
nisaa’ ayat 32:10 
لاَو ا ةقَُمَتَقت  َم  َ ةضَف  ُةللّا  ِهِب   ُكَض عَقب ىَلَع   ض عَقب  ِل َجِِّرِلل   بيِصَن  ةمِ ا ُبَسَت  كا  ِء َسِِّللَو   بيِصَن  ةمِ 
 َ  بَسَت  كا ا َُلأ  ساَو  َةللّا   نِم  ِهِل  ضَف  ةنِإ  َةللّا  َن َك  ِّ ُكِب  
 ء  يَش  ًميِلَع (٢٣) 
Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa 
yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu”. (Q.S. An-Nisaa’: 32) 
Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami 
istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri 
dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami 
memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah yang 
untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak 
ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk shirkah, yang untuk itu 
                                                          
9
 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UIN SA Press, 
2014), 73. 
10
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, 83-84. 
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dilakukan dalam suatu akad khusus untuk shirkah. Tanpa akad tersebut harta 
tetap terpisah.
11
 
Harta bawaan adalah harta benda masing-masing suami dan istri yang 
diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai 
warisan dan hadiah. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta 
gono-gini. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya 
masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya.
12
 
Harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan 
harta bawaan istri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara harta 
peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat dan harta pemberian/hadiah.
13
 
Selanjutnya pengertian harta bawaan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi 
“Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak memutuskan lain”.14 
Pengertian dari Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang di atas, juga diperkuat 
dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal  87 ayat (1). Harta 
warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau 
istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau 
                                                          
11
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istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di 
bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).
15
 
Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini/ harta bersama jika 
pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian  
perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian 
perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) 
antara harta bawaan dan harta gono-gini.
16
 
Sejalan dengan hal tersebut, hukum islam memberi hak kepada 
masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, 
yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, 
warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berak menguasai 
sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang 
menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya 
suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. 
Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan juga 
menjadi hak masing-masing.
17
 
C. Harta Bersama 
1. Pengertian Harta Bersama 
Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang 
perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga 
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perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, 
kematian maupun putusan Pengadilan.
18
 Tidak merupakan persoalan 
apakah dalam mencari harta kekayaan itu, suami aktif bekerja 
sedangkan istri mengurus rumah dan anak-anak, kesemua harta 
kekayaan yang didapat suami istri itu adalah hasil pencaharian mereka 
yang berbentuk “harta bersama suami istri”.19 
Harta bersama dalam Islam lebih identik dikiaskan dengan 
shirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan 
perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak 
terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan 
selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang 
mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus 
kepada suami istri tersebut.
20
 
Sedangkan harta bersama menurut fikih munakahat adalah harta 
yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, 
baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja 
sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anank-anak saja 
di rumah.
21
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Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa 
harta bersama adalah harta benda suami istri yang diperoleh dari awal 
pekawinan hingga putusnya perkawinan tanpa memandang siapa yang 
bekerja mencari nafkah tersebut.  
2. Dasar Hukum Harta bersama 
Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan 
sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka 
diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan 
bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan 
shirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu 
dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.
22
 
Para pakar hukum islam berbeda pendapat tentang dasar hukum 
hatra bersama
23
. Menurut Mohammad Idris Ramulyo, tidak ada harta 
bersama menurut Hukum Islam antara suami istri, kecuali adanya 
Shirkah, hal ini bertitik tolak dari Al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 34:24 
 ُل َجِِّرلا  ُماة َق َنا ىَلَع  ِء َسِّلا  َبِ  َ ةضَف  ُةللّا   ُهَض عَقب ىَلَع   ض عَقب  َبَِو ا ُقَف قَنأ   نِم   
ِِلَاَ  َمأ 
 ُت َِلِ ةصل َف   ت َِتن َق   ت َظِف َح  ِب يَغ ِلل  َبِ  َظِفَح  ُةللّا  ِتلالاَو  َناُف ََتَ  ةنُهَزاُشُن  ةنُهُاظِعَف 
 ةنُهوُرُج  هاَو  ِف  ِعِج َضَم لا  ةنُهُاِبر  ضاَو   نَِإف   ُكَُ َعطَأ لاَف ا ُغ  قبَقت  ةنِه يَلَع لايِبَس  ةنِإ  َةللّا  َن َك 
 ًّيِلَع ًايرِبَك (٢٣) 
Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 
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Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. 
Menurut M. Yahya Harahap, bahwa sudut pandang hukum islam 
terhadap harta besama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan 
oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri 
mestinya masuk dalam rub’u mu’amalah, tetapi ternyata secara khusus 
tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya 
pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal 
adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi 
dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebutkan 
sharikah atau shirkah.25 
Sedangkan menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H. menjelaskan bahwa 
tidak perlu diiringi dengan shirkah, sebab perkawinan dengan ijab 
qabul serta memenuhi persyaratan lainnya seperti adanya wali saksi, 
mahar, walimah dan i’lanun nikah sudah dapat dianggap shirkah antara 
suami istri itu. Hal ini mengacu pada Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 
21
26
: 
 َف يََكو  َُهنوُذُخ َتَ   دَقَو  َأىَض ف   ُكُض عَقب  َلِإ   ض عَقب  َن  ذَخَأَو   ُك ُِم  ًق َثيِم  ًظيِلَغ (٣٢) 
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Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah 
mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. 
Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono 
gini itu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35, 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 dan Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 85.
27
 
3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Masalah harta bersama telah diatur secara singkat oleh Undang-
Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana istri maupun 
suami mempunyai hak yang sama bila terjadi perceraian.
28
 Selanjutnya 
harta bersama tersebut diperluas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
yang mana juga merupakan salah satu hukum materil bagi Peradilan 
Agama. Adapun peraturan mengenai harta bersama diatur di dalam 
KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. 
a. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan 
perkawinan, tanpa memandang siapa yang berusaha dan atas nama 
siapa usaha tersebut. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 1 huruf F dan Passal 85 adalah sebagai berikut: 
Pasal 1 huruf F: 
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Harta kekayaan dalam perkawinan atau Shirkah adalah harta yang 
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama 
dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta 
besama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. 
Pasal 85  
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. 
b. Harta bersama pada dasarnya dipisah dari harta pribadi masing-
masing suami istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan 
dikuasai penuh oleh pemiliknya, selama tidak ada perjanjian 
perkawinan. Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 
86 dan pasal 87: 
Pasal 86 
1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan 
harta istri karena perkawinan. 
2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, 
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 
penuh olehnya. 
Pasal 87 
1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 
dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
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2) Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, waris, 
hadiah, dan lain-lain. 
c. Ketika terjadi peselisihan tentang harta bersama antara suami istri, 
maka penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini 
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88: “apabila terjadi 
perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka 
penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. 
d. Antara suami dan istri harts menjaga harta bersama, karena mereka 
memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga harta bersama. 
Hal ini dijelaskan dalam pasal 89 dan pasal 90 sebagai berikut: 
Pasal 89 
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri 
maupun harta sendiri. 
Pasal 90 
Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta 
suami yang ada padanya. 
e. Yang dimaksud harta bersama yaitu meliputi benda berwujud 
(bergerak dan tidak bergerak), surat-surat berharga dan benda tidak 
berwujud berupa hak maupun kewajiban. 
Hal di atas diatur dalam pasal 91: 
1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 
berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 
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2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak 
bergerak , benda bergerak dan surat-surat berharga. 
3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 
kewajiban. 
4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 
satu pihak atas persetujuan pihak lain. 
f. Apabila suami atau istri memiliki hutang, maka itu menjadi 
tanggung jawab masing-masing. Ketika hutang tersebut untuk 
kepentingan keluarga, maka membayar hutang tersebut dengan 
harta bersama ketika tidak cukup maka di bebankan atau di tambah 
harta suami dan apabila tidak mencukupi lagi maka di tambah harta 
istri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 93: 
1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri 
dibebankan pada hartanya masing-masing. 
2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 
3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta 
suami. 
4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, maka dibebankan 
kepada harta istri. 
g. Ketika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama 
dibagikan secara sama rata antara suami dan istri. Sedangkan 
apabila perkawinan putus karena kematian, maka setengah dari 
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harta bersama tersebut diwariskan kepada pihak yang masih hidup. 
Hal ini dijelaskan dalam pasal 96 dan pasal 97: 
Pasal 96: 
1) apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi 
hak pasangan yang hidup lebih lama. 
2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang 
istri atau suaminya hutang harus ditanggukan sampai adanya 
kepastian matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan 
Agama. 
Pasal 97: 
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta 
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan.
29
 
4. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bawa harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing 
suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai 
hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama 
ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah 
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pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka 
harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.
30
 
Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan 
masing-masing suami istri mempunyai hak sepenunya untuk 
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, jadi apabila 
terjadi perceraian antara suami istri tersebut, mengenai harta bersama 
diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri atau pasangan yang 
beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata 
bagi pasangan suami istri yang beragama non Islam.
31
 
Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan jo. Passal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas 
menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri 
untuk menjualnya, dihibahkan, atau menggunakan. Juga tidak 
diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan 
hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum 
antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap 
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harta benda pribadi mereka. Undang-Undang tidak membedakan 
kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami 
istri masing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 
Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada 
percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan 
harta istri tetap mutlak menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. 
Begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai 
penuh olehnya.
32
 
Sebenarnya apa yang disebutkan dalam Pasal 35-37 Undang-
Undang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebut 
di atas, sejalan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di 
Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang 
ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing 
suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku 
sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri. Hanya saja apabila 
ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari 
ikatan lahir batin di antara suami istri guna mewujudkan rumah tangga 
yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat 
yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam 
pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu 
dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling 
bekerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan 
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mengasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai 
merusak tatanan kedudukan suami sebagai Kepala keluarga dan istri 
sebagai ibu rumah tangga.
33
 
5. Harta Bersama Menurut Fikih 
a. Pendapat Madzhab Syafi’i 
Menurut pandangan Imam Syafi’i, harta bersama dikiaskan 
dengan shirkah li’an. Shirkah li’an ialah shirkah yang terbatas 
dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan 
untung. Untuk perolehan masing-masing pihak dengan cara lain, 
seperti perolehan hadiah, hibah atau warisan, itu menjadi harta 
pribadinya.
34
 
b. Pendapat Madzhab Hanafi 
Menurut pandangan imam Hanafi, harta bersama dikiaskan 
dengan shirkah mufaawadhah. Shirkah Mufaawadhah adalah shirkah 
yang tidak terbatas, dan salah satu anggota shirkah tersebut yang 
bertanggung jawab bagi anggota lainnya.
35
 
6. Harta Bersama Menurut Hukum Adat 
Harta bersama pada umumnya, merupakan semua harta yang 
didapat suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta-harta 
yang dibawa masuk dalam perkawinan suami istri merupakan harta 
peninggalan terhadap harta asal atau bawaan dari suami, barang asal 
                                                          
33
 Ibid., 106. 
34
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, 80. 
35
 Ibid., 82. 
 36 
 
atau bawaan dari istri dan barang pencaran (harta bawaan). Perbedaan 
dari barang-barang ini, sama sekali tidak berarti, jika suami istri 
mempunyai keturunan.
36
 
Secara umum, hukum adat membahas tentang harta bersama 
(gono-gini) hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama 
adalah prihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta 
persatuan,  sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai 
kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang 
berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta 
gono gini setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Hal ini 
berbeda sekali dengan kondisi jika salah satu dari mereka meninggal 
dunia, pembagiannya menjadi tidak terlalu penting. Sementara di 
Aceh, pembagian harta kekayaan  dan harta seharkat (harta bersama) 
bermakna sangat penting, baik ketika terjadi perceraian maupun pada 
saat pembagian warisan jika salah seorang antara suami dan istri 
meninggal dunia.
37
  
7. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara 
bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Secara yuridis, 
kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat 
ditemukan pengaturan hukumnya dalam pasal 526 dan pasal 527 KUH 
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Perdata yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi 
“milik bersama yang terikat” dan “milik bersama yang tidak terikat”. 
Namun kelemahan normatifnya, dalam KUH Perdata tidak diberikan 
definisi secara jelas mengenai milik bersama yang terikat dan milik 
bersama yang tidak terikat tersebut. Secara doktrinal, perbedaan antara 
hak milik bersama yang terikat dan hak milik bersama yang tidak 
terikat, dapat dicermati dari penjelasan J. Satrio yang terangkum 
dalam tabel berikut ini.
38
 
No. Hak Milik Bersama yang  
Tidak Terikat 
Hak Milik Bersama yang Terikat 
1 Kebersamaan para pemilik 
serta hanya didasarkan 
atas pemilikan mereka 
bersama-sama atas benda 
milik bersama tersebut. 
Keterikatan antara para pemilik 
serta (yang satu terhadap yang 
lain) dikuasai atau diatur ole 
hukum tersendiri yang mengatur 
tentang pemilikan bersama 
mereka. 
2 Hak bagian (andil) para 
pemilik serta atas benda 
milik bersama tertentu 
dapat dinyatakan dalam 
pecahan atau suatu 
bagian sebanding 
tertentu. 
Tidak dapat. 
3 Masing-masing pemilik 
serta mempunyai 
kebebasan yang lebih 
besar untuk mengambil 
Masing-masing pemilik serta 
mempunyai kebebasan yang lebih 
kecil untuk mengambil tindakan 
pengurusan dan pemilikan atas 
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tindakan pengurusan 
(beheer) dan untuk 
pemilikan (beschikking) 
atas bagian mereka 
dalam pemilikan bersama 
atas benda milik bersama 
yang bersangkutan. 
hak bagian mereka. 
4 Hak-hak individual 
masing-masing pemilik 
serta lebih menonjol. 
Hak bersama dari para pemilik 
serta lebih diutamakan. 
 
Dalam Pasal 119 KUH Perdata dipaparkan bahwa mulai saat 
perkawinan berlangsung, secara hukum berlakulah kesatuan bulat 
antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan 
perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta 
kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh 
ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri 
apapun itu. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan 
ini, suami istri harus menempu jalan dengan perjanjian kawin yang 
dimuat dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.
39
 
Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, haruslah dilaksanakan 
sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta 
autentik di muka notaris. Akta autentik ini sangat penting karena 
dapat dijadikan bukti dalam persidangan Peradilan apabila terjadi 
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sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak 
ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, 
maka semua harta suami dan istri terjadi percampuran dan dianggap 
harta bersama. Kemudian dalam pasal 128-129 KUH Perdata, 
dinyatakan apabila terjadi putusnya perkawinan antara suami istri, 
maka harta bersama tersebut dibagi menjadi dua antara suami istri 
tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu 
sebelumnya diperoleh.
40
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BAB III 
PUTUSAN NO. 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj TENTANG PEMBAGIAN HARTA 
WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK 
A. Deskripsi Pengadilan Agama Nganjuk 
1. Lokasi Pengadilan Agama Nganjuk Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I B 
Jl. Gatot Subroto, Ringin Anom, Ringinanom, Kec. Nganjuk, Kabupaten 
Nganjuk, Jawa Timur 64419- Jawa Timur (Timur Termiiil Bus Nganjuk). 
Telp/Fax : (0358) 323744. Website: pa-nganjuk.go.id Email Kantor: 
panganjukgmail.com / EmailTabayun: tabayun.panganjukgmail.com.  
2. Kondisi Umum Pengadilan Agama Nganjuk 
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi 
peran Pengadilan Agama Nganjuk dalam menjalankan tugas dan fungsi 
pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. 
Pengadilan Agama Nganjuk merupakan lingkungan Peradilan Agama di 
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana 
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Nganjuk sebagai 
kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi  pada  
hasil  yang  ingin  dicapai  selama  kurun waktu   1   (satu)   sampai   
dengan   5   (lima)   tahun   secara sistematis dan berkesinambungan dengan 
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memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan 
Pengadilan Agama Nganjuk. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke 
dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. 
Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan 
oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan 
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan 
Agama Nganjuk, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai 
variable strategis. Pengadilan Agama Nganjuk dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana 
kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk Kelas IB meliputi 20 
Kecamatan antara lain sebagai berikut: 
No. Kecamatan No. Kecamatan 
1. Kecamatan Nganjuk 11. Kecamatan Kertosono 
2. Kecamatan Bagor 12. Kecamatan Ngetos 
3. Kecamatan Sukomoro 13. Kecamatan Sawahan 
4. Kecamatan Loceret 14. Kecamatan Barton 
5. Kecamatan Pace 15. Kecamatan Patianrowo 
6. Kecamatan Wilangan 16. Kecamatan Lengkong 
7. Kecamatan Berbek 17. Kecamatan Prambon 
8. Kecamatan Gondang 18. Kecamatan Ngronggot 
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9. Kecamatan Rejoso 19. Kecamatan Jatikalen 
10. Kecamatan Tanjunganom 20. Kecamatan Ngluyu 
Kebijakan satu atap menuntut tanggung jawab dan tantangan untuk 
mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, 
transparan serta akuntabel. Untuk itu perlu dilakukan perbaharuan 
Peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu 
pada cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung R.I. 
3. Visi dan Misi Pengadilan Pengadilan Agama  
Visi Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada visi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di 
Negara Indonesia : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”  
Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang 
Modern, Independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi 
hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama 
Nganjuk menetapkan misi-misi sebagai berikut : 
a. Menjaga Kemandirian badan peradilan.  
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 
c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan badan peradilan.  
d. Meningkatkan Kreadibilitas dan transparansi badan peradilan. 
Di dalam Melakukan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru 
Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan 
untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga 
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peradilan di susun dalam rencana strategi (Renstra) lima tahunan mulai 
2010 sampai 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area :  
a. Area Organisasi dan Kepemimpiiin. 
b. Area Kebijakan 
c. Area Proses berperkara. 
d. Area SDM, keuangan, dan infastruktur. 
e. Area kepuasan pencari keadilan. 
f. Area Keterjangkuan. 
g. Area Kepercayaan Publik.     
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja 
tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, 
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur 
pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris. 
Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk terdiri dari : 
1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil 
Ketua.  
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di 
pengadilan tingkat pertama.  
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan 
Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang 
kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas 
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bidang Kesekretariatan. 
4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda 
Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, 
disamping itu Wakil Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera 
Pengganti.  
5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub bagian yaitu Kepala 
Subbagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan, Kepegawaian dan Ortala, dan 
Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan. 
C. Jumlah Hakim, Panitera, Juru Sita, Karyawan Administrasi 
a. Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk 
Nama Pangkat/Golongan Masa Jabatan 
Drs. H. Mohammad Ali 
Rido, M. HES 
Pembina Utama Muda, 
IV/c 
25 April 2019 s/d 
sekarang 
 
b. Hakim 
No. Nama Pangkat/Golongan 
1. Drs. H. Muhammad Iskandar Eko P, M.H IV/ c 
2. Drs. H. Shohibul Bahri, M.H.E.S IV/ c 
3. Drs. H. Mustofa Zahron IV/ c 
4. Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy IV/ c 
5. Samsiatul Rosidah, S.Ag IV/ b 
 
c. Kesekretariatan 
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No Nama Pangkat/Go
l 
Jabatan 
1. Dyah Puspita Suningrum, 
S.H, 
III/d Sekretaris 
2. Fathul Mubin, S.HI III / b Kasubag Perencanaan IT 
dan Pelaporan 
3. Fuad, S.HI III / c Kasubag Kepegawaian 
dan Ortala 
4. Irwan Abd. Rahman, S.H, 
M.H 
III / b Plt. Kasubag Umum dan 
Keuangan 
 
d. Kepaniteraan 
No Nama Pangkat/Go
l 
Jabatan 
1. Zainul Hudaya, S.H IV / a Panitera 
2. Muhammad Nafi’, S.H, 
M.H 
III / c Panmud Hukum 
3. Amir Hamzah, S.H IV / a Panmud Gugatan 
4. Ahmad Romadhon, S.Ag, 
M.H 
IV / a Panmud Permohonan 
5. Setyo Hayuningsih, S.H III / d Panitera Pengganti 
6. Nur Kerisna Wachidah II / d Jurusita Pengganti 
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7. Sunarto II / d Jurusita Pengganti 
8. Mukarom II / b Staf Kepaniteraan 
 
e. Honorer 
Nama Jabatan 
Muhammad Rosyid Ridho, S.E. Staf Kesekretariatan 
Dhimas Andri Handono, S.Kom Staf Informasi Teknologi (IT) 
Arif Widodo, S.Ip Staf Kepaniteraan 
Elzam Faris Al Hakim Staf Kepaniteraan 
Ngakifun Nuha, S.Kom Staf Informasi Teknologi ( IT ) 
Bima Fristianto, S.H., M.H. Staf Informasi Teknologi ( IT ) 
M. Arif Chomarudin Staf Kepaniteraan 
Ericha Fristianti Staf Kepaniteraan 
Radita Dwi Stitaningrum, S.I.Pust., 
S.Kom 
Staf 
M. Haris Al-Ma’ali Tenaga Kebersihan dan driver 
Slamet Tenaga Kebersihan 
Aldi  Fajri  Ramadhani Tenaga Kebersihan 
Pujianto Tenaga Kontrak / Tenaga 
Satpam 
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Eka Hervianto Tenaga Kontrak / Tenaga 
Satpam 
Purwanto Tenaga Kontrak / Tenaga 
Satpam 
Wheny Suryadi Tenaga Kontrak / Tenaga 
Satpam 
 
D. Duduk Perkara dan Putusan pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk 
Pada tanggal 05 Maret 2006, pak Xxxxx meninggal dunia di Desa 
Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dikarenakan sakit. 
Semasa hidupnya, almarhum Xxxxx telah menikah sah dengan (Penggugat I) 
pada tahun 1961, dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxx dan Xxx. 
Sebelum menikah dengan, almarhum Xxxxx semasa hidupnya juga pernah 
menikah dengan ibu Xxxxxx pada tahun 1957 dan dikaruniai 1 (satu) orang 
anak perempuan bernama xx. Akan tetapi pernikahan tesebut berakhir dengan 
perceraian, dan anak tersebut ikut dengan almarhum Xxxxx. 
Nama orang tua Almarhum Xxxxx yaitu Ayah Xxxx dan Ibu bernama 
Xxxx yang telah dulu meninggal dunia pada tahun 1960. Selama di tinggalkan 
oleh almarhum Xxxxx pada tahun 2006, keluarga almarhum Xxxxx baik-baik 
saja hingga pada tahun 2015 yakni tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2015 
muncullah perkara pembagian harta waris dan didalamnya juga terdapat 
sengketa pembagian harta bersama yang diajukan istri almarhum Xxxxx 
(Penggugat I) kepada Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor perkara 
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2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
Masalah atau pekara yang diajukan oleh istri almarhum Xxxxx 
kepada Pengadilan Agama Nganjuk diantaranya adalah: 
1. Sebuah tanah pekarangan seluas 942 M2 dengan bangunan rumah 
diatasnya yang berdinding tembok terletak di Desa Kedungsuko 
Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan batasan timur: Jalan 
Desa, selatan: rumah Ppppp, barat: tanah Ppppp, utara: rumah Bidan Iii. 
Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 837 Desa Kedungsuko atas nama 
Xxxxx. 
2. Sebuah tanah sawah seluas 5795 M2 yang berada di Desa Kedungsuko 
Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas timur: 
Saluran / tanah Gogol, selatan: tanah Sssss, barat: Saluran air, utara: 
Sungai. 
3. Sebuah tanah pekarangan seluas 20 ru letter C atas nama Uuuuu yang 
terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, 
Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas timur: tanah milik Mmmm, 
selatan: tanah milik Kkkkk, barat: tanah Mbah Wo., utara: tanah Pak 
zzzzz.  
 Bahwa objek sengketa kesatu adalah pembelian almarhum Xxxxx 
dengan istri, semasa hidupnya almarum Xxxxx dan juga istri turut andil dalam 
pembangunan rumah. Dan objek sengketa kedua merupakan pembelian 
almarhum Xxxxx semasa dalam perkawinan dengan istri. Sedangkan objek 
sengketa ketiga merupakan harta warisan dari ayah almarhum Xxxxx yaitu 
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almarhum Uuuuu. 
Setelah almarhum Xxxxx meninggal dunia, rumah yang terletak di 
Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ditempati oleh 
Xxxx, sedangkan tanah sawah yang terletak di Desa Kedungsuko Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk dikuasai oleh istri sebagian dan Xxxx 
sebagian, dan tanah pekarangan yang terletk di Dusun Sambirejo Desa 
Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah lahan kosong. 
Semasa hidupnya, almarhum xxxxx diketahui memiliki utang yang 
belum terbayarkan sehingga tanggungan hutang tersebut menjadi tanggung 
jawab istri. Ditambah lagi semenjak ditinggal oleh almarhum xxxxx, si istri 
harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Sehingga hutang yang awalnya 
sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 9 (sembilan) tahun 
bertambah banyak menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
Untuk menutupi hutang tersebut, istri terpaksa menjual sepetak tanah 
sawah seluas 1800 M2 dari keseluruhan luas tanah sawah diatas. Hal ini 
dilakukan oleh istri karena mendapatkan wasiat dari almarhum Xxxxx 
sebelum meninggal yang pada pokoknya sebelum dibaginya harta warisan 
maka setengah dari tanah sawah tersebut diberikan kepada istri sebagai 
bentuk harta bersama/gono-gini. Dan istri berkewajiban melunasi hutang yang 
dimiliki almarhum Xxxxx tersebut. 
Setelah almarhum Xxxxx meninggal dunia hingga saat terjadinya 
tuntutan perkara ini, harta peninggalan almarhum Xxxxx belum pernah dibagi 
karena ahli waris sulit berkumpul untuk musyawarah. Sedangkan pembeli 
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sawah tersebut terus mendesak istri untuk segera membalik namakan 
sertifikat sawah tersebut menjadi milik pembeli. 
Istri meminta terhadap Pengadilan Agama Nganjuk bahwasannya 
untuk menyisihkan terlebih dahulu setengah dari keseluruhan tanah sawah 
yaitu seluas 5795 M2 yang terletak di Desa Kedungsuko Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk, sebagai bagian harta bersama antara istri dan 
almarhum Xxxxx, sebelum menetapkan keseluruhan harta peninggalan 
almarhum Xxxxx. 
Menurut hukum kewarisan Islam, kedudukan istri memenui syarat, 
rukun dan sebab menjadinya ahli waris. Selain itu, Xxxx (anak-laki-laki), Xx 
(anak perempuan), dan Xxx (anak perempuan) sebagai ahli waris. 
Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Istri (penggugat) merasa khawatir terhadap tergugat I dan II akan 
menjual atau mengalihkan seluruh objek sengketa, maka istri memohon 
kepada Majelis hakim untuk menetapkan sita jaminan terhadap seluruh objek 
sengketa diatas, agar tidak sia-sia gugatan tersebut dan menetapkan semua 
pihak untuk mematuhi sita jaminan tersebut. 
Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka penggugat I (isrti) dan 
penggugat II (Xxx) berharap kepada Pengadilan Agama Nganjuk untuk 
berkenan mengabulkan gugatan penggugat yaitu: 
1. Menetapkan almarhum Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 
2006 di Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk 
karena sakit. 
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2. Menetapkan ahli waris almarhum Xxxxx yaitu: 
a. Penggugat I (istri) 
b. Penggugat II (Xxx/ anak perempuan) 
c. Tergugat I (Xxxx/ anak laki-laki) 
d. Tergugat II (xx/ anak perempuan) 
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxx yang belum dibagi 
warisnya: 
a. Sebuah tanah pekarangan seluas 942 M2 dengan bangunan rumah 
berdinding tembok diatasnya yang terletak di Desa Kedungsuko, 
Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana sertifikat 
Hak Milik Nomor 837 atas nama Xxxxx. 
b. Setengah bidang tanah sawah dengan luas total 5795 M2 (2896 M2) 
yang terletak di Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten 
Nganjuk, sebagai mana sertifikat Nomor 430 atas nama Xxxxx. 
c. Sebuah tanah pekarangan seluas 20 ru letter C atas nama Uuuuu yang 
terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan 
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. 
4. Menetapkan bagian harta bersama untuk penggugat I (istri) adalah: 
Setengah objek sengketa kesatu yaitu sebuah tanah pekarangan dengan 
luas 942 M2 yang berdiri rumah dengan berdinding tembok diatasnya 
sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Xxxxx, dan 
setengah objek sengketa kedua yaitu tanah sawah dengan luas 5795 M2 
sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 430 atas nama Xxxxx yang 
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mana kedua objek sengketa tersebut sama-sama terletak di Desa 
Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. 
5. Menetapkan pembagian warisan tersebut menurut hukum. 
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari 
padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para 
penggugat dengan sukarela dan tanpa beban apapun, jika perlu dengan 
bantuan alat negara. 
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan 
Agama Nganjuk terhadap objek sengketa. 
8. Menyatakan putusan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu 
walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan lain. 
9. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. 
Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat, para 
penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa: 
1. P-1 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat I Nomor : 
35181270006450043 tanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh 
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk,  bukti tersebut telah bermaterai 
dan sesuai dengan aslinya. 
2. P-2 yaitu fotokopi surat Kematian almarhum xxxxx nomor: 
469/03/426.603.104/2012 tanggal 18 Janauri 2012 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 
Bukti tersebut bermaterai,dan sesuai dengan aslinya. 
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3. P-3 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II Nomor 
: 3578047112660003 tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi 
Jawa Timur, Kota Surabaya. Bukti tersebut telah bermaterai, dan sesuai 
dengan aslinya. 
4. P-4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II Nomor : 
3578040401087340 tanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala 
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut 
telah bermaterai, dan sesuai dengan aslinya. 
5. P-5 yaitu fotokopi Sertifikat Hak milik No.: 430 tanggal 01 Juni 2004 
atas nama almarhum xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Bukti tersebut telah bermaterai, dan 
sesuai dengan aslinya. 
6. P-6 yaitu fotokopi Sertifikat Hak milik No.: 837 tanggal 01 Desember 
2008 atas nama almarhum xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Bukti tersebut telah bermaterai, dan 
sesuai dengan aslinya. 
Selain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat 
juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masig bernama: 
1. Yyyyy, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, 
bertempat tinggal di Dusun Kedungsuko RT. 02, RW. 02, Desa 
Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 
2. Sssss, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STA, pekerjaan swasta, 
bertempat tinggal di Dusun Kedungsuko RT. 02 RW. 02, Desa 
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Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 
3. Zzzzz, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan penjahit, 
bertempat tinggal di Dusun Kedungsuko, Desa Kedungsuko, Kecamatan 
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 
Untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah 
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 
1. T-1 yaitu fotokopi Surat Keterangan nomor 205/411.513.15/2016 tanggal 
21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirejo, Kecamatan 
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Bukti tersebut telah bermaterai, dan 
sesuai dengan aslinya. 
2. T-2 yaitu fotokopi Surat Keterangan No.: 206/411.513.15/2016 Sertifikat 
Hak Milik almarhum xxxxx adalah tanah asal dari orang tua Pak Xxxxx 
yang bernama Soepawiro xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 
Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Bukti tersebut 
telah bermaterai, dan sesuai dengan aslinya. 
3. T-3 yaitu fotokopi Kartu Tanda  Penduduk atas nama Tergugat II Nomor 
: 35181270006450043 tanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh 
kantor catatan sipil Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk. Bukti 
tersebut telah bermaterai, namun tidak ada aslinya. 
4. T-4 yaitu fotokopi Kartu Tanda  Penduduk atas nama Tergugat I Nomor : 
35181270006450043 tanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh 
kantor catatan sipil Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk. Bukti 
tersebut telah bermaterai, namun tidak ada aslinya. 
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5. T-5 yaitu fotokopi Berita Acara tentang pembagian harta waris almarhum 
xxxxx tanggal 29 September 2015 yang disaksikan oleh Kepala Desa 
Kedungsuko. Bukti tersebut telah bermaterai, namun tidak ada aslinya. 
6. T-6 yaitu fotokopi surat Kematian almarhum Pak xxxxx : 
469/22/411.603.104/2016  tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 
Bukti tersebut telah bermaterai. Dan sesuai dengan aslinya. 
7. T-7 yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik No.: 430 tanggal 01 Juni 2004 
atas nama almarhum Pak xxxxx seluas 5.795 m2 yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Bukti tersebut telah 
bermaterai namun tidak ada aslinya. 
Selain bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat, Tergugat juga 
telak mengajukan dua orang saksi diantaranya: 
1. Bbbb, umur 63 tahun, agama Islam,  pekerjaan Tani, bertempat tinggal di 
Dusun Kedungsuko RT. 04, RW. 01 Desa Kedungsuko, Kecamatan 
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 
2. Ddddd, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STA, pekerjaan 
perangkat Desa Sambirejo, bertempat tinggal di Dusun Putat Malang 
RT.01 RW. 03, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten 
Nganjuk. 
Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan telah dijelaskan atau 
dikemukakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memutuskan dan 
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mengadili sebagai berikut: 
1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 
2. Menetapkan almarhum Xxxxx meninggal dunia pada hari Minggu Legi 
tanggal 05 Maret 2006. 
3. Menetapkan ahli waris almarhum xxxxx sebagai berikut: 
a. Xxxxx (istri) 
b. Xxx (anak perempuan) 
c. Xxxx (anak laki-laki) 
d. Xx (anak perempuan) 
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum Xxxxx dengan xxxxx (istri) 
sebagai berikut: 
a. Sebuah tanah pekarangan dengan luas 942 M2 dengan bangunan rumah 
berdinding tembok diatasnya yang terletak di Desa Kedungsuko, 
Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas timur: 
jalan Desa, selatan: rumah Ppppp, barat: tanah Ppppp, utara: rumah ibu 
Bidan Iii. Sertifikat Hak Milik No. 837 Desa Kedungsuko atas nama 
Xxxxx. 
b. Sebuah tanah sawah dengan luas 5795 M2 yang terletak di Desa 
Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan batas-
batas Timur : tanah gogol, Selatan : tanah Sssss, Barat: saluran, Utara : 
sungai. Sertifikat Hak Milik No 430 Desa Kedungsuko atas nama 
Xxxxx. 
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Xxxxx sebagai berikut: 
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a. Setengah bagian dari pekarangan dengan luas 942 M2 dengan 
bangunan rumah berdinding tembok diatasnya yang terletak di Desa 
Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan 
batas-batas Timur: jalan Desa, Selatan: rumah Ppppp, Barat: tanah 
Ppppp, Utara: rumah ibu Bidan Iii. Sertifikat Hak Milik No. 837 Desa 
Kedungsuko atas nama Xxxxx. 
b. Setengah bagian dari tanah sawah dengan luas 5795 M2 yang terletak 
di Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk 
dengan batas-batas Timur : tanah gogol, Selatan : tanah Sssss, Barat: 
saluran, Utara : sungai. Sertifikat Hak Milik No 430 Desa Kedungsuko 
atas nama Xxxxx. 
c. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 20 ru letter C atas nama 
almarhum Uuuuu yang terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, 
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas 
Timur: tanah milik Mmmm, Selatan: tanah Kkkkk, Barat: tanah Mbah 
Wo, Utara: sawah pak Zzzzz. 
6. Menetapkan pembagian harta warisan almarhum Xxxxx kepada masing-
masing ahli warisnya sebagai berikut: 
a. Harta bersama berupa sebuah tanah pekarangan seluas 942 M2 dengan 
bangunan rumah berdinding tembok diatasnya yang terletak di Desa 
Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan 
batas-batas Timur: jalan Desa, Selatan: rumah Ppppp, Barat: tanah 
Ppppp, Utara: rumah ibu Bidan Iii. Sertifikat Hak Milik No. 837 Desa 
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Kedungsuko atas nama Xxxxx. 
1) Istri mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersama ditambah 1/8 
bagian dari harta peninggalan: 
1/2 X 942 = 471 M2 ditambah 
1/8 X 471 = 58,875 M2 
471 + 58,875 = 529, 875 M2 
Jadi istri mendapatkan bagian 529,875 M2 
2) Bagian anak-anak yaitu Xxx, Xxxx dan Xx mendapatkan ‘ashabah 
bil ghair (sisa) 942 – 529, 875 = 412, 125 M2, dengan ketentuan 
anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki. 
Dengan perincian sebagai berikut: 
a) Xxx mendapatkan bagian 1/4 X 7/8 = 1/4 X 412,125 = 103,03125 
M2. 
b) Xxxx mendapatkan bagian 1/2 X 7/8 = 1/2 X 412,125 = 206,0625 
M2. 
c) Xx mendapatkan bagian 1/4 X 7/8 = 1/4 X 412,125 = 103,03125 
M2. 
b. Harta bersama berupa sebuah tanah sawah seluas 5795 M2 yang 
terletak di Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro Kabupaten 
Nganjuk Timur: tanah gogol, Selatan: tanah Sssss, Barat: saluran, 
Utara: sungai. Sertifikat Hak Milik No 430 atas nama Xxxxx. 
1) Istri (Penggugat I) mendapatkan bagian 1/2 bagian dari harta 
bersama ditambah 1/8 bagian dari harta peninggalan dengan 
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pembagian sebagai berikut: 
1/2 X 5795 = 2,897,5 M2 ditambah 
1/8 X 2,897,5 = 362,1875 M2 
= 2,897,5 + 362,1875 = 3,259,6875 M2 
Jadi istri (Penggugat I) mendapatkan bagian 3,259,6875 M2. 
2) Bagian anak-anak yaitu Xxx, Xxxx dan Xx mendapatkan 
‘ashabah bil ghair (sisa) dengan perincian sebagai berikut: 
Sisa tanah = 5795 – 3,259,6875 = 2,535,3125 M2 
a) Xxx (Penggugat II) mendapatkan bagian 1/4 X 7/8 = 1/4 X 
2.535.3125 = 633,828125 M2. 
b) Xxxx (Tergugat I) mendapatkan bagian 1/2 X 7/8 = 1/2 X 
2.535.3125 = 1.267,65625 M2. 
c) Xx (Tergugat II) mendapatkan bagian 1/4 X 7/8 = 1/4 X 
2.535.3125 = 633,828125 M2. 
c. Harta bawaan berupa sebuah tanah pekarangan seluas 20 ru letter C 
atas nama almarhum Uuuuu yang terletak di Dusun Sambirejo, Desa 
Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan 
batas-batas Timur: tanah milik Mmmm, Selatan: tanah Kkkkk, Barat: 
tanah Mbah Wo, Utara: sawah pak Zzzzz. Dengan perincian sebagai 
berikut: 
1) Bagian istri (Penggugat I) =1/8 X 20 = 2,5 ru 
2) Bagian anak-anak yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua 
orang perempuan, mendapatkan ‘ashobah bil ghair (sisa) 7/8, 
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dengan perincian sebagai berikut: 
Sisa tanah = 20 – 2,5 = 17,5 ru. 
Maka bagian masing-masing anak adalah: 
a) Xxx (Penggugat II) mendapatkan bagian 1/4 X 7/8 = 1/4 X 17,5      
= 4,375 ru. 
b) Xxxx (Tergugat I) mendapatkan bagian 1/2 X 7/8 = 1/2 X 17,5 = 
8,75 ru. 
c) Xx (Tergugat II) mendapatkan bagian 1/4 X 7/8 = 1/4 X 17,5         = 
4,375 ru. 
7. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk 
menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara sukarela atau tanpa 
syarat, apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka dibagi secara 
lelang. 
8. Hakim menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya. 
9. Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
1
 
E. Landasan hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam 
Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2015\/PA.Ngj. 
Dalam hal ini landasan hukum hakim yang digunakan dalam 
memutus perkara gugat waris yang didalamnya juga terdapat permasalahan 
harta bersama dengan nomor 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj antara lain 
sebagaimana berikut: 
                                                          
1
 Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. 
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1. Sosiologis 
a. Menurut pertimbangan hakim, bahwa sertifikat hak milik nomor 430 
dengan luas 5.795 M2 yang terletak di Desa Kedungsuko Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk, secara de jure sah sebagai milik 
almarhum Xxxxx sejak tanggal 1 Juni 2004. Adapun uang untuk 
membeli tanah sawah tersebut tidak bisa serta merta disimpulkan 
berasal dari hasil penjualan tanah di Desa Sambirejo, sebab untuk 
memastikan benar tidaknya asal muasal uang yang diperuntukkan 
membeli tanah tersebut harus disaksikan oleh orang yang mengetahui 
secara langsung baik ketika jual beli tanah di Desa Sambirejo dan juga 
ketika pembayaran atas tanah sawah di Desa Kedungsuko tersebut. 
Di tinjau dari sisi kewenangannya, Kepala Desa Sambirejo 
tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan atas adanya perbuatan 
hukum di luar wilayahnya, lagi pula bahwa surat pernyataan tersebut 
sulit dipercaya karena tidak didasarkan pada fakta hukum, bagaimana 
dan kapan diperoleh serta berlandaskan apa bisa menyatakan sebagai 
harta asal (bawaan), sedangkan Kepala Desa sekarang adalah Kepala 
Desa baru yang tidak melihat peristiwa hukum ketika terjadi. Begitu 
juga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan yang dibuat di 
luar persidangan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik atau 
dianggap sebagai saksi, sekalipun dibuat oleh Kepala Desa. 
b. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa bukti-bukti baik 
tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat dalam 
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persidangan, tidak satupun yang mengetahui secara benar tentang asal 
usul objek sengketa kedua (tanah sawah) tersebut, para saksi hanya 
mendengar bawa tanah sawah tersebut milik pak Xxxxx. 
Saksi tergugat bernama Ssssss bin Kkkkk yang menyatakan 
bahwa tanah sawah tersebut berasal dari hasil penjualan tanah warisan 
dari pak Uuuuu (ayah pak Xxxxx) di Desa Sambirejo kemudian uangnya 
oleh pak Xxxxx dibelikan tanah sawah di Desa Kedungsuko in casu 
objek sengketa kedua (tanah sawah) pada  tahun 1960, saksi juga tidak 
mengetahuinya sendiri proses penjualan atau waktu beli tanah sawah 
tersebut, melainkan hanya mendengar dari orang lain, sebab bila dilihat 
dari waktu pembelian tanah dengan umur saksi, bisa disimpulkan bahwa 
saat itu saksi masih belum lahir karena saksi lair pada tahun 1966. Maka 
hakim berpendapat bahwa saksi dikatagorikan sebagai testimonium de 
auditu. 
2. Yuridis  
a. Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 11: 
 ُ ُكيِصُاي  ُةللّا  ِف   ُِكَّلا َوأ  ِرَكةذِلل  ُ  ثِم  ِّظَح  ِ  يَقيَقث قنلأا   نَِإف  ةنُك  ًء َسِن  َق اَقف  ِ  يَقتَقُ قثا  ةنُهَلَقف  َثُلُقث 
 َم  َكَرَقت   نِإَو   تَن َك  ًَدِحاَو  َهَلَقف  ُف صِّلا  ِه يَاَقبلأَو  ِّ ُكِل  
 دِحاَو  َمُه  قُِم  ُسُدُّسلا  ةمِ  َكَرَقت   نِإ 
 َن َك  ُهَل   دَلَو   نَِإف   َل   نُكَي  ُهَل   دَلَو  َُهِثرَوَو  ُهاَ َقَبأ  ِهِّملأَف لا ُثُلُّقث   نَِإف  َن َك  ُهَل   َا  خِإ  ِهِّملأَف  ُسُدُّسلا 
  نِم  ِد عَقب   ةيِصَو يِصُاي  َِبِ   َوأ   ن يََّ   ُُكؤَبَآ   ُُكؤ َُ قَبأَو لا  َنوُر  دَت   ُهُّقَيأ  ُبَر ق َأ   ُكَل  ًع  فَقن  ًَضِيرَف 
 َنِم  ِةللّا  ةنِإ  َةللّا  َن َك  ًميِلَع  ًميِكَح (٢٢) 
Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika 
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
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perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo 
harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal 
itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
b. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 jo Undang-Undang 
Nomor 3 Taun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
c. Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi. 
d. HIR Pasal 123, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo 
SEMA Nomor 6 Taun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. 
e. HIR Pasal 163 jo Pasal 1865 BW. 
f. HIR Pasal 145, Pasal 171, dan Pasal 172. 
g. Kitab Al-Bajuri Juz III yang artinya: “Apabila seorang telah mengakui 
sesuatu yang didakwakan kepdanya, maka tetaplah hukum atas suatu 
yang diakui itu...” 
h. Kompilasi Hukum Islam Pasal 180. 
i. Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adhillatu yang artinya: “Bagian 1/8 hanya 
untuk satu golongan yaitu istri atau para istri ketika ada far’ul warits 
(anak-anak pewaris), sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ 
ayat 12 “jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”. 
j. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tanggal 21 Juli Tahun 
2000. 
k. HIR Pasal 181. 
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BAB IV 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN HARTA BAWAAN 
SUAMI KE DALAM HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA 
NGANJUK 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penggabungan Harta Bawaan Suami 
ke Dalam Harta Bersama Dalam Perkara Nomor 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj 
Zi>natul al-hayat atau harta kekayaan adalah salah satu faktor 
penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep islam, baik 
harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, dan juga termasuk surat-
surat berharga di dalamnya. Hal ini disebabkan karena harta bersama 
berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. 
Berdasarkan pada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, prinsip harta 
benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Harta 
bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebagai hadiah, 
hibah atau warisan, mutlak menjadi milik masing-masing pihak. Dari pasal 
diatas, dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam 
perkawinan menjadi harta bersama suami istri, dan harta yang dibawa oleh 
masing-masing suami dan istri merupakan harta asal atau harta bawaan, baik 
harta tersebut berupa hadiah, hibah atau warisan.  
Selain itu, di dalam ayat-ayat yang diterangkan sebelumnya, bahwa 
harta kekayaan dalam perkawinan meliputi harta bawaan dan harta bersama. 
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Ketika terjadinya perkawinan, maka harta yang dipeoleh secara hukum 
menjadi harta bersama, sekalipun dalam redaksi ayat ini tidak menyebutkan 
demikian. Maka tidak dipersoalkan lagi siapa yang mencari dan 
mendapatkan harta. Kemudian mengenai harta bawaan, hal ini berdasarkan 
surat An-Nisa ayat 32, bahwa harta bawaan tetap menjadi hak masing-
masing suami istri. Karena harta tersebut didapat atas usaha mereka sendiri-
sendiri. Maka berbeda pengertian antara harta bawaan dan harta bersama, 
karena cara atau proses perolehan harta tersebut dan pengurusannya juga 
berbeda, kecuali antara suami istri menentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan mengenai harta yang dimaksudkan. 
Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 
2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj, sebuah gugatan tanah sawah yang di klaim oleh 
penggugat atau istri menjadi harta bersama, dan dikabulkan oleh majelis 
hakim pada dasarnya ialah harta bawaan almarhum Xxxxx (suami). Dalam 
putusan hakim tersebut, gugatan tanah sawah tersebut ialah harta warisan 
almarhum Xxxxx yang di berikan oleh ayahnya yang bernama almarhum 
Uuuuu. Pada asalnya tanah sawah tersebut adalah sebuah rumah yang 
terletak di Desa Sambirejo, kemudian rumah tersebut dijual dan dibelikan 
sawah di Desa Kedungsuko. Waktu pembelian tanah sawah tersebut ketika 
dalam ikatan perkawinan antara almarhum Xxxxx dengan istri (penggugat). 
Maka dari sini timbullah kejanggalan mengapa majelis hakim memutuskan 
gugatan tanah sawah tersebut menjadi harta bersama. 
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Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan bahwa tanah sawah 
tersebut termasuk harta bersama dikarenkan, lemahnya bukti-bukti yang 
diajukan para tegugat dalam persidangan. Walaupun ada sertifikat tanah 
sawah tersebut, tetapi sertifikat tersebut tidak diterbitkan oleh pihak yang 
berwenang dalam hal ini adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), 
melainkan diterbitkan oleh Kepala Desa Sambirejo. Dijelaskan dalam PP 
Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 bahwa didalamnya diatur tugas pokok dan 
kewajiban PPAT yaitu melakukan suatu kegiatan pendaftaran tanah dengan 
membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan 
dijadikan dasar bagi dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
Selain itu, dilihat dari saksi-saksi yang dibawa oleh para tergugat, 
tidak ada satupun yang menguatkan dalil bahwa tanah sawah tersebut 
dahulunya adalah warisan almarhum Xxxxx yang didapatkan dari orang 
tuanya yaitu almarhum Uuuuu. Walaupun ada salah satu saksi yang 
mengatakan bahwa sawah tersebut didapatkan dari orang tua almarhum 
Xxxxx, dan dikatakan bahwa saksi meliat sendiri kejadian penjualan rumah 
dan dibelikan tahan sawah tersebut, tetapi hakim memiliki pendapat bahwa 
saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain bukan melihat kejadian itu 
secara langsung, karena jika dibandingkan umur saksi dengan kejadian in 
casu pembelian sawah tersebut terjadi pada tahun 1960 sedangkan saksi baru 
lahir pada tahun 1964, maka hakim mengkatagorikan kesaksian tersebut 
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sebagai testimonium de auditu (keterangan yang didapatkan atau 
didengarkan dari orang lain). Pertimbangan hakim ini berlandaskan pada 
pasal 171 HIR dan 1907 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa kesaksian 
yang disampaikan harus disertai dengan keterangan tentang bagaimana saksi 
tersebut mengetahui kesaksiannya, pendapat maupun dugaan khusus dari 
saksi serta yang dipeoleh dengan menggunakan pikiran bukanlah sebuah 
kesaksian. 
B. Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan Harta Bawaan Suami ke Dalam 
Harta Bersama Dalam Perkara Nomor 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj 
Permasalahan pokok yang yang menyebabkan hakim memutuskan 
bahwa tanah sawah tersebut menjadi harta bersama adalah anggapan Majelis 
Hakim mengenai lemahnya bukti-bukti yang diajukan oleh xxxx dan xx yang 
diajukan dalam persidangan. Hal itu disebabkan karena sertifikat tanah 
sawah tersebut dibuat oleh pihak yang tidak memiliki wewenang, yang mana 
dibuat oleh Kepala Desa Sambirejo. Hakim juga beranggapan bahwa 
sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirejo sulit dipercaya 
karena sertifikat tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum. Selain itu pula 
hakim juga berpendapat bahwa Keala Desa sekarang adalah Kepala Desa 
baru, yang mana tidak mengetahui secara pasti kejadian penjualan rumah dan 
pembelian tanah sawah tersebut. 
Selain pertimbangan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim juga 
memiliki dalil lain. Bantahan Xxxx dan Xx sebagai tergugat mengenai 
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keberadaan tanah sawah tersebut, yang pada intinya membenarkan 
pembelian tanah sawah tersebut ketika almarhum Xxxxx dengan istri 
(penggugat), namun uang untuk membeli tanah sawah tersebut adalah hasil 
dari penjualan rumah warisan yang diberikan kepada almarhum Xxxxx dari 
ayahnya yang bernama almarhum Uuuuu. Pertimbangan Hakim mengapa 
tidak menerima dalil para tergugat karena bukti-bukti yang diajukan para 
tergugat dalam persidangan baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi 
tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang asal usul tanah sawa 
tersebut, para saksi hanya mendengar bahwa tanah sawah tersebut milik pak 
Xxxxx. Mengenai keterangan saksi tergugat yang bernama Subandri, yang 
memberikan keterangan bahwa “mengetahui asal dari tanah tersebut yang 
mana berasal dari dari penjualan tanah warisan di Desa Sambirejo dari ayah 
pak Xxxxx yang bernama pak Uuuuu, kemudian uang hasil penjualan 
tersebut di belikan sawah di Desa Kedungsuko seluas 5.500 M2, bahkan 
uangnya masih sisa, dikarnakan harga tanah di Desa Sambirejo lebih mahal 
daripada di Desa Kedungsuko, dan ketika membeli tanah sawah tersebut, pak 
Xxxxx telah menikah dengan penggugat 1 (istri)  dan sudah mempunyai anak 
Xxxx Dan Xx, bahkan mereka berdua sudah menikah”. Saksi tersebut adalah 
saksi yang memberikan keterangan tidak benar, melainkan saksi hanya 
mendengar dari orang lain, sebab bila dihat dari umur saksi dengan waktu 
pembelian tanah, dapat disimpulkan bahwa saksi masih belum lahir karena 
kasus pembelian tersebut terjadi pada tahun 1960 sedangkan saksi lahir pada 
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tahun 1964 (51) tahun. Maka pertimbangan hakim adalah kesaksian tesebut 
tergolong sebagai testimonium de auditu. 
Jika permasalahan diatas ditinjau dari segi yuridis, maka 
permasalahan diatas tidak bisa lepas dari Undang-Undang tentang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada 
Pasal 35 ayat (2) Pasal 36 ayat (2) UUP dan Pasal 87 KHI. Karena jika 
meliat dari pembelian tanah sawahnya, maka dirasa kurang adanya keadilan 
antara para penggugat dan para tergugat. Jika meninjau kembali pada KHI 
Pasal 87 yang menerangkan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri 
yang diperoleh baik dari hadiah, warisan maupun hibah adalah dibawah 
kekuasaan masing-masing pihak, dan suami atau istri masing-masing 
memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum daripada hartanya 
tersebut. Maka sawah yang dahulunya adalah warisan yang didapatkan 
almarhum pak Xxxxx maka sawah tersebut masih tergolong dalam harta 
bawaan pak Xxxxx, karena dalam Pasal dijelaskan bahwa suami dan istri 
memiliki hak penuh dan juga kekuasaan penuh terhadap harta warisan, 
hadiah dan hibah. Dan Jika meninjau kembali dalam UUP Pasal 35 ayat (2) 
dan 36 ayat (2) yang menjelaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami 
dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing dan juga mempunyai 
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut. 
Maka juga dapat difahami bahwa tanah sawah tersebut masih termasuk harta 
bawaan pak xxxxx, karena pak xxxxx memiliki wewenang dalam hartanya 
sendiri tersebut untuk melakukan perbuatan hukum diatas hartanya tersebut. 
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Kemudian mengenai keterangan dari saksi testimonium de auditu, 
seharusnya tidak ditolak begitu saja. Mayoritas putusan Pengadilan Agama 
di Indonesia menolak secara mentah-mentah keterangan saksi testimonium 
de auditu, namun dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu jika 
saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia, atau jika saksi yang 
sebenarnya jatu sakit atau berada diluar Negeri sehingga tidak mungkin 
dihadirkan di Pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, menyebutkan bahwa: 
“Dalam hal  ini, dengan pertimbangan bahwa banyak peristiwa hukum masa 
lalu tidak dilakukan dala bentuk tulisan, tetapi dilakukan dengan pesan lisan 
secara turun-temurun, maka saksi yang mendengar dari orang lain pesan 
secara turun-temurun tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena 
dalam hal ini, saksi-saksi yang langsung mengalami perbuatan hukum 
tersebut semuanya sudah meninggal dunia”. Dalam kasus ini, saksi yang 
dianggap testimonium de auditu tersebut memberikan kesaksian bahwa ia 
mendengarkan cerita tentang sawah warisan itu dari orang lain yang saat ini 
telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk bisa dihadirkan dalam 
persidangan guna memberikan kesaksian. Selain itu, putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959, tanggal 11 November 
1959, juga menganggap bahwa keterangan saksi testimonium de auditu 
dapat dipergunakan sebagai alat bukti persengketaan. Jadi, berdasarkan dua 
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, kesaksian 
testimonium de auditu dalam kasus ini seharusnya bisa dianggap sebagai alat 
 72 
 
bukti. Sebelum memberikan kesaksian, saksi tersebut juga telah disumpah 
terlebih dahulu oleh majelis hakim. Seharusnya, majelis hakim 
mempertimbangkan hal-hal di atas sebelum memutuskan bahwa keterangan 
dari saksi testimonium de auditu tersebut tidak bisa diterima. 
Sedangkan mengenai bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala 
Desa yang berupa sertifikat tanah, majelis hakim memutuskan bahwa 
sertifikat tersebut tidak bisa diterima karena dikeluarkan oleh pihak yang 
tidak berwenang. Tetapi menurut penulis, surat tersebut dikeluarkan oleh 
pihak yang berwenang. Pasti ada alasan tertentu mengapa surat tersebut 
tidak dikeluarkan oleh PPAT. Masyarakat zaman dahulu belum sepenuhnya 
faham tentang hukum. Dalam kasus ini, almarhum Xxxxx beserta 
keluarganya mungkin belum faham bagaimana prosedur mengurusi harta 
warisan, sehingga belum sempat mendaftarkan sawah tersebut ke PPAT. 
Ketika sawah warisan tersebut digugat di Pengadilan, tergugat harus bisa 
membuktikan bahwa sawah tersebut benar-benar harta warisan. Dalam 
waktu yang singkat, sementara untuk mengurus sertifikat di PPAT 
membutuhkan proses yang cukup lama, maka tergugat meminta surat 
keterangan dari Kepala Desa sebagai bukti bahwa sawah tersebut merupakan 
harta warisan. 
Meskipun yang mengeluarkan surat itu adalah Kepala Desa yang 
baru, namun sebelum mengeluarkannya, beliau pasti melakukan pemeriksaan 
terlebih dahulu, apakah sawah tersebut benar-benar harta warisan atau 
bukan. Kepala Desa pasti tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan. 
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Apabila Kepala Desa telah berani mengeluarkan surat keterangan, dan sudah 
ada stempel serta tanda tangan di atas surat tersebut, tentunya surat tersebut 
merupakan surat yang bersifat resmi, memiliki kekuatan hukum, serta bisa 
diakui kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis 
menyimpulkan bahwa seharusnya saksi serta alat bukti yang disampaikan 
tergugat bisa diterima, dan majelis hakim memutuskan bahwa tanah sawah 
tersebut merupakan harta bawaan dari almarhum Xxxxx yang mana pemilik 
harta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum diatas hartanya terebut. 
Walaupun penulis memiliki perbedaan pendapat dengan pandangan 
hakim tentang tanah sawah tersebut, tetapi pada dasarnya hakimlah yang 
lebih dapat dipercaya dalam menentukan keputusan. Karena hakim memiliki 
kewenangan untuk menilai saksi-saksi dan alat-alat bukti dalam persidangan  
yang diajukan atau dibawa oleh penggugat maupun tergugat.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari apa yang dipaparkan dalam skripsi ini, maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk 
dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan perkara 
nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj hakim memiliki beberapa 
pertimbangan hukum antara lain: para saksi tergugat tidak dapat 
memberikan penjelasan yang pasti karena saksi hanaya mendengar cerita 
dari orang lain tidak meliat peristiwa pemberian harta warisan tersebut, 
dan juga sertifikat dari tanah sawah tersebut dibuat oleh Kepala Desa 
sedangkan Kepala Desa tidak memliliki kewenangan membuat sertifikat 
tanah. 
2. Apabila ditinjau dari segi perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, putusan nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj dirasa kurang tepat, 
karena jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan pada pasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2) yang 
didalamnya mengatakan bahwa suami dan istri memiliki kekuasaan 
penuh untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya 
tersebut. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka 
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seharusnya tanah sawah tersebut masih menjadi harta bawaan pak 
Xxxxx dengan dalih suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta 
warisan yang didapatkannya. Tetapi hakim mempunyai wewenang guna 
untuk menilai saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan penggugat 
maupu tergugat dalam persi 
B. Saran 
1. Hendaknya para hakim agar lebih cermat lagi dalam menangani kasus 
dan memberikan putusan, agar salah satu pihak merasa tidak dirugikan, 
alangkah baiknya jika putusan ini tidak mengabaikan Undang-Undang 
Perkawinan pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (2) dan Kompilasi Hukum 
Islam pasal 85 sampai dengan pasal 87. 
2. Kepada para pihak, hendaklak berperkara dengan jujur. Dan juga kepada 
para saksi agar jangan mudah diperdayakan. 
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